
 

 
 

 

 

 
 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 54 

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALI KOTA SABANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, besaran tunjangan transportasi harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap tunjangan transportasi Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan 

kedua atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 54 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kota Sabang Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota 

Sabang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2758); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang … 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

8. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Lembaran Kota 
Sabang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota 

Sabang  Nomor 34); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 54 TAHUN 

2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG 

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 

54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kota Sabang 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang 

(Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 54), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sabang 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Sabang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang 

Tahun 2019 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 17 

(1) Besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan DPRK 
sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu 

rupiah) dan Anggota DPRK sebesar Rp10.550.000,00 

(sepuluh … 
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(sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. 

(2) Tunjangan transportasi untuk pimpinan DPRK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 

dalam hal Pemerintah Kota Sabang belum dapat 

menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan 
DPRK. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang. 

 

 
Ditetapkan di Sabang 

pada tanggal  27  Juni 2022 

WALI KOTA SABANG, 
 

     ttd 

 

NAZARUDDIN 
 

 

Diundangkan di Sabang 

pada tanggal 27  Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

 
ttd 

 

ZAKARIA 

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 16 


